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BAB M

AZAS KEDAIILATAI'{ RAI(YAT

R .Pengertian Azas fedaulater Rslqvat

Menurut Kamus Latin Indonesia su&manr W.J.S. Poerwadarminta menerangkm

sebagai berihd :

Plgag : Sesurfu kebenaran yang menjadi pokok dasar dau Arrryuan

berpikir ( berpendapat dan laio-lain ).

: AsaE

: L{epuuyai kelodan tertinggi atall hak diparhan atas suahl

pemerintahm oegarzr.

: Segenap pendr&lk suahr neigra/ sebagai imbmgan pemerintahRalqd

DaIm bulomya yang berJu&tl Ilnu fukrrL Drs. Sudmono mendeslripsikan

ftsdqrrlqt*n Rslryat yaitu kedaulatsn adalah kekuasqqn yaug tertinggi pada zuatu negara

yrng berlalar bagi seluruh wilryah dsn ralryst neSara tertenhr. Dan rakyat dirtikan

rebagni semua orang yang berada di wilayah negra dan hmduk pada kekuasqnn

neSar8.

Paker lain yang memberikan ketermEan tentang hal ini adalah Soehino,

S.Il.dalsn buhrya Ilrnr.r Necara. mequtrakan bahwa asas kedqnlatan rat<,v* adalah

Az:rE

Kedailatm
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suetu eTra ( dasr ) di mana kelsrasam tertings dalarn ruatu negra ada di taogan

ralryaf

Jeao Jackues Rousseau mengpmukakBn bahwa ezqs ksdqrrlatm ralryat ifu pada

prinsipnya sdalah susfu siate.m atnn 64'1x di mana pemecatrao zuatu soal ihr menurut

sistem ntpn ss6a tertentu yrng memenuhi kehendak umum ( ralryat ). Dalmr hal ini

Immmuel Khm juga menegaskm bahwa hrjuao negra itu yakni unfuk menegal,&m

hulum dan menjarnin kebebasan warganegaranya dalam bsraq-batas yaqg dibstssi oleh

sadeng-mdnng; sed-gk* undang-uodnng di sitd ymg membuat sdatah ralryat itu

sendiri. Dus, undang-undang ihr menrpakm penjelms"n dari ksmauan dan kehendak

ralryat Jadi ralryatlrh y*g memiliki kekuata tertiaggi etarr ftsdarrlatar ( Soehino, S.IL,

1993 : 160 ).

Selurjuhya J.J. Rouseau menerangkan lebih laojut bahwa kedanlatan atar

kekuasaan ini tidak boleh dipindatrkan kepada pihak lain atau tidak bisa diserahkan

baik secramutlak malpun sebagian Jadi kemausl ulutm stflr kedaulalan itu tetap adn

pa.la masyeraket atau keslunrha dari ralryaf. Akan tetapi bukan rakyat secara

perseorangsn tetapi ralqvst yang sudah menjadi kesatuan yang disebut masvaraket-

Kslilasarn ysog ada pq.la pgngrrqqa hanyelah suatu kehqsa2n yang diwakilkan sqia

padanya

Dengm demikian qrqq kedgrrlatan rakyat adatah gueru az$c ysng msna dqlam

tsta cra perryelenggaraan kenemraan pihak ralryat nwmegsrry kekuasaffr tertinggi.

yaitu penyelenggraan kenegaram oleh ralcyat dari ralqlrat dan untuk ral$/af-
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B. I-atr Belakmg TimbulqvaAzas Kedaulatm Ralvat

Azas kedaulatan ralqyat id bermula dari qiarm kaum monukomaken yang

dipelopori oleh Johstres Althusius yang kemudian diteruske oleh pra srjana hrrkrn

alm y"ng menyi'r$ulkan bahwa pada awdrya ptra individr: ihr berkumpul dengu

6sngqdoknn perjutjian di mtra mereka guoa me.mbentuk masyrakal dm kepada

maryrakat inilah pra individu te.rsebd mewakilkaa kekuasaannnya ltau

l6gdq'lattftnya Dm selurjuhya masyarakat idlah yang mewakilkm kekuasadmya

kepadapenguasa ( Soehino, S.II, 1993 : 160 ).

Dri perjmjim di atas timbullah konsekuweosi sebagai berikut :

l. Terciptaerya keeaum rrnrqn yaihr yang menpakan keenfum deri kcmaum

or&g-orang yaog telah meoyeleqggarakur perjmjim trdi, idlah yang

menryaksn kelarasnon tertinggi stsu ksdeul altm.

? Terbentuknya masyrakat yaihr kesairBn dari orang-orang yfrig telah

mengadakan perjrrjim masyarakat tadi. Masyerskat inilah yang merpunyai

kemaum umum yary menpakan kekuasaan tertinggi ymg disebut kedaulatan

ralryaL

Dencsn p"rya"jim nrasyrakat tersebu( maka maka telalr te{adi peralihan

kes.lqorl dari alm bebas ke alrn bernegara Kareoa peralihm ini melalui suatu proses

yang alamiph yuU menpakan naluri msnusia vant mengioginkan suasana dnan,

sejahtera datr &nai. Maka mereka kini telah mendryad<rr kernerdekaan, daa diahnrya

hak dan kewaiiban vane jelas: namun kemerdekasn ini dibatasi oleh kemauan ururm
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benpa peratrran, undang-undnng dan sejenisnve ysng dimiliki masyrakat sebagai

peme gailg kehrasaan tertinggi.

Sebenarqva sejrah dunia meryerlihatkur selalu bahwa pada setiap negsra,

kepentingan ralryat sebagai suatu keselunrhan menjadi pokok pangkal dari segala

perahran dalarn ketatanegaram- Negra sebagai wadah dari ruafu burgsa unhrk

mencapai cita-cita da hrjuur bangsrrya; maka suntu negara ralryatlah yang pada

hakekarnya yaag berhak dan menenhrkan bagaimana mereka sehrusqya dipimpin

Dengan demikian yang praldis penting adalah sirya alal badan apakah yang oleh

huhrm daser suahr negra dihmjuk sebagai pelaksana kedaulatan rBlqvat itu ( Dr.

l{irjono Prodjolorsurno, 1983 : 50 ).

Menunrt Jean Jackues Rousseau bahwa kekuasnon inr tak bisa dipindah

kep"d" pihak lairU alau tidak dapat diserahkan baik sebagiao meupun

selunrlmya kepada pihak lqin Kemauso umurn atur kedaulatan tetap berada di tangan

masyarakat ( ralcyat ), ralryat di sini bukan perorangill melainkan ralget yr',8 sudah

meojadi ksg,firan vang disebrt mas.varakat Maka sitlt keloasaan pada penguase hanya

melaksmakan kehendak umurr" penguasahanyalah wakil ralqyaf Dengan demikian yang

berhak unh.rk mengganti pencuasa jika melakukan tindakan yang menyimpurg dari

kemauan ralqat adalah ralryat iU sendiri. Sedangkan yang menjadi permasalahan

selanjubrya ada.lah sebelurn individu-individu tersebut memberiksn mandat kelorasaln

kepsda penguasa, tenhrnya ia hanrs memiliki dahulu keluasaan atau kedaulatan itu.

Dalam hal ini para sarjanehuhrn alam dari abad XVII dm XVIU menvatalcan bahwa

indivi&r teresbut mendapalkan kekuasaan itu dari hukurn drn ( Soehino. S.Il. l99l

t60 )
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C. Te.mpat dan Kedudukan Keloragam

Yang penulis makzudkan dengan tempal dan kedu&rkm kekuasaan di sini

adalah terryd dan kedrdukm keluasam di suafu negara msruntt pana ahli hulann dan

ahli tata negr:4 di mana unh"rk mengahrr jalannya peryelenggaraan kenegaraan perlu

kiranya adalrya dran main da teknis operasional sehingga roda pemerintahan

berjalan deuga baik sesuai dengan ryayzn.g diharaplou semnrapihalq baik pemerintah

sendiri maryrm rakyat yang memprmyai kedaulatur"

Hal ini dikaenakan adsra pemerintah marpur ral(yat sungguh-srmgguh

menryakm suafu kekuatur politik Yang menjadi masalah sekarang adalah

bagairnanakah dau deqgro cra apakah yang terbaik uufi* menciptakan ruafu hubmgan

utta-a keduamya yang harmonis sehinsqa di sdr pihak pemerintatr mafipu

meujalmkan roda pemeriutahamya deqgan lancar, dan pada eisi lain ralqrdt kemaum

dan kehendakrya bisa tersalur dan terwakili.( J.IIR Dr.J.J. Von Scrdd, 1985 : 144 ).

Lalu bagaimanakita dapat melihat kehendak mkft tsrealisasi dalarn tindaLar

pemerintah ? Apaloh demilq-asi haya sekedar pemydaan darkah sudah menjadi

konrrdaan ?. Hans Delbruch yang mengmrdi bena* demohasi di hgpris mengarnbil

kesimpula bahwa dalan kerryataamrya bukanlah dengan pemilihan rrnurn yang

merrnmgkinkan rak-vat untr* menvatakan kekuasaarrrya tetryi pa-tai-partai lrurg

memerintah itulah yang selalu mengadakan hubuugan dengan ralcyat. Jika tidai< ada
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sistem keprtaian maka demokrasi dalam rti bssaimanspun tidak akan muugkin ( Mac

Iver, 1988 :179 )

Pada setiap negara, kepentirgar ralryat menjadi pokok ped(al dari segala

peratrnan ketatanegaraan Maka ralryatlah pada hakekatnrya yang paling ber*onrpeten

mgnentukm bagaimsoamerekahanu dipiryin. Pinpinm ioi dapat benrya sekelorpok

kecil ormg-oraog ataqprm suatu hrmpulan bessr orang-orqg yaqg agak baryak yang

mewakili selunrh rakyat, nanun semua inr kembali pada kehendak dan keinginan

rakyaf

RG. Kartesapoek4 S.IL dalam bukunya Sistematika Huhrur Tatanegra

menega*an batrwwauutrk melaksmakm hal di atas, maka keluasa.ur dalarn negana ihr

memmg hrus dibagi-bagi deogan pengertian kend"tipun kekuasaan dibagi-bagi namrm

delm pelaks"n"tnnvg masing-masing kelorasasn teresbut saling menrprmyai

keterikate grma meredisasikan kebersamaan dalur menjalankan kekuasra4 tersebut (

R.C. Krtssapoetra" S.fL, 1987 : 36 ).

Maka Montesquieu dal*m bulomya " L' esprit Des Lois " me1erangkgn

perlunya kelorasqqn negara itu dibagi dalsm tiga kekuasaan yakni :

I. Kelaresaan Legirlatifyaihr kehrasm untuk membuat rmdanc-undsng.

2. Kekuasaan Ekselutif vaitu kehrasaan untuk melaksanakan undang-undang

l. Kekuasaan Yudikatifyaihr kekuasaan untuk menjalmkan peradilan..
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Sed""*an John Locke dalrn bulurva" Two Treaties on Civil Goverment "

glgngedakrn pembagian yAg hamfir sama dengan Montesquiet! oamun ada sedikit

perbedaan yaitr sebagai berikut di bawatr ioi:

I Keluasam kgislatifyaihr kelqlasasr unfirk membuar undang-undang

2. Kekuasaan Ekselartif yaifu kekuesaan untuk menj al mkur rmdmg--undm&

3. Kekuasaao Federatif yaifir kelarasaan unhrk meryatakaa peraog; mengadakan

perdarnaiaa dsm membuat perselortum lembaga serta thdakan dengan semua

or"ng dan lembaga-lembaga asing

Teori yamg dikemukakur oleh Montesqiueu tersebut di atas dikenal dengao teori

'Trias Politika". Ddaru meaaggapi teori di atas seormg sarjana ysng bernura Ivor

Jemings dalm bulomya " The Law god the Constitrs.ion " mengutarakm bahwa ada

dua su6rt tinjaran adrrya pembagim kelnrasaan yaihr :

t. Pembegim kelorasqon dri sisi materiil; dalm hal ioi pembagiao kelorasaan

dengm mempertahankan dengan tegas pembagan hgas kenegaraan di atrtara

hgas legislntif ekseladif dan yudikatif Jadi pembagian kelorasaan dilahrkan

secara konseloen sesuai de.ngzr yqng diucapkan oleh Monteequieu, hal ini

disebut dergan " pemisahm kelusaasn ".

2. Pembagim kekuasaan ditijau dri sudrt formal, ymg dalam hal ini pembagian

kekuasaan secara bias politika-namun tidak dipertahankan secra tegas, maka

hal id dieebut " panbagisn keletasaan ".

David E. Apter dalam bukurya Pea.gantar Anslisa Politik mengennrk*el

babawa badan eksekutif mempunvai ilqas dal tanEg-urgiawalr me.n_faimkan dan
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mensulceskao langkah operasional pemerintahan dan membual kebijaksanaan

pemeriutahan I*nrbaga Legislatif menelaqh kebijaksanaan pemerintd

merperbaikirya atau mengganti deoSnn perahrrur banr, merancang dan membuat

uqdqng-mdelg, serta mengawasi dan mengontrol eksekutif . Badan yudikatif bertugas

menjamin behwa konstihrsi dan segenry perstrran yqqg mengafur hubrmgan timbal

balik aotara regara dan warga negtrq mengatur agar perafiran tersebut tidak

dilaarggar. Dari rnaian di *as maka dapat disirqpulkan bahwa prinsip utarna dalam

pembagim kelorasa'n kenegaraan iai adalah adanya penilaim dtri badm yudikatif (

peradilan ), adan3la tanggungjawab dri eksekuti{, dm adanya kel*uasaan yang

berdarrlat dari badan legislatif atas nama raL?at ( David E. Apter, 1987 : f 36 )

Peryhubung mata rantai antara ralqvat dengan pemerintah adalah prtai-partai

politilq kelompok-kelornpok kepentingan, kelompok penekan d*n pemerintah- Dengan

adm-va partsi politik memuqkinkan rakysl yurg berdaulat melaksanakm keinginm

mereka melalui pemilihan urnffi\ sehingga dengan demikian para arggota legislatif

akan bertanggungiawab kepada ralc-vat Badan Eksekutif bertanggungjawab kepada

badan legislarif dan melalui badan ini ia bertanggunglawab kepada ralryat. Kemudian

kebijaksanaan-kebijai<sanarn vang diambil dibual dengar kerjasama antara wakil

ralryat yang du&rk di legislatif dengan pihal eksekutif dalam benu.rk undang-und"ng

yang akan dikelola dan diialankan oleh apBrat pemerintah . Dalam sistem kerja sama

ini dikenal duajenis yakni benhrli pc-ntcrintahan prc'sidensiil dan parlementer"

Barian penvakilan rai"/at ( legislatit') sebacai suatu lembaga yafig diburcun

oleh para wakil rairyat denqan ti::iq:il nrereaiisasikan kekuasaan ralr!'u dalam sr:etu

aspek l*mbtga iieiutr rlio:::r n-'rn*rrutairiu:. l)atar:: m*ntaiankan tirnqsrnva uaciarr
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legislatif sebagal suatu lembagq tentulah mengahadapi tekanan dm tunman dari semua

pihak yang berkepotlnga4 ruIrnun di sarnping inr juga mendapatkan dukungan sebrgai

imbangan terhedap tekanan dan tmtutan tersebut (Drs.. Arbi Ssnit, 1985 :42)

Salah sahr pihak yang berkepentingror terhadry badan perwakilar adalatr

masyrakat atau rakyat sebagai pihak ysng terwaldlidm dan sekaligus sebagai pihak

y*ng telah mewakilkan kekuasa""nya dm memberi hrgas kepada legislatif unhrk

merrfieri opini, sikap, dan kepentingrnryr di dalam proses politik dan pemerintahan-

Pada pihak laiu ysog berkepentingan dengru legislatif artqlah elsekutif dsr badaa

peradilan ( yudikatif ) . I-embaga pemerintahan dan peradilm menunhf dukungrr

legistatif melalui undaag-undry yry dihasilkarrrya sehingg, lembaga te.reebut

mempuryai kewenangan untrk mengoperarikm fi -ngsi-fimgsirya

Beroperasinya perenan dan fimgri badan perwakilan rak-vat tidaklah terbdas

pada interaksirya deagm kedua lerrbaga tersebut akur tetryi proses, peranar" durn

firgpi legislatif ditenh*an pula oleh semua perurasalahan vang berkaitan dengan

srukfr badan itu sendiri. Denpn kate lain di satu sisi peran dar fi:ngsi legislalif

ditentukan oleh ekristensinya eebagai suahr lembaga politi( dm pada sisi lain

dibotukao oleh perwujudannya ss[r8ai suatu orgxrisasi yang memadai proses politik (

DrE. Arbi SaniL 1985 : a3 ).

Dari uraian di atas maka dBpat kita ambil pengertian bahwa ureskipun dalarn

uterrjalankan panvelenggarasn negara itu perlua adanva pemba*ian atau pernisahan

kekuasgon, sehingga peran dan fiugsi dari lembaga kekuasqrn ifu jelas dan terarah,
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nemun bukan berati lembaga kekuasaan itu tidak bertaitan erat, bahkan sebaliknya

unirk mewujudkan cita-cita zuafir bangs4 ketiga lembaga yakni legislati{ merrbuat

undang-undang dm mewakili ralryat ddam mengawasi eksekrfrif agar menjalsrkao

hrgrq pemerintahaq eksehdif bertugas melalarkan roda pemerintahur dengan

melaksmakan undang-mdan dan gris garis besar haluur negra, dan yudikatif

berlorasa meajalankan peradilan dan menciptakan keadilan" Lembaga-lernbaga

tersebut hanrslah menjalin kerjasarna hrrnonis dan serasi, sehingga roda kenegaraan

berjalan dengen lacar dan baik

D. Azas Kedaulatsn Ralryat ymg Dimd oleh UUD 1945

Istilah kedaulatm dipergunakan dalam b*rbrgei rnacam pengertim- Di dalrn

hulolm internasional ( huhm antar negra ), pengertian aegara berdaulat adalah Euatau

negara ymg berhak mengafir seodiri uruaan-rrruEan baik ;lurg menyanglnrt urusm

dalaur negeri den luar negeri tanpa ataryzcampur trngan qrerl idtsryensi negra lain

Kedaulatan ke dalam dirryatakan dencm kewenamanrva untrk membenhrk lembaga

legislati{ ekselorti{ dar yudikatif berilort hrgas dan keweuang*'r'rya Sedangkan

kerl"ulatan ke luar diwujudkan dalam wewenangnya mtuk menjalin hubtngan

diplomatik dengan negare lsis qrqrr dalun kekuasaarmyaunhrk menyatakan perang, atarr

perdamaiara alan mengikat perjanjian dan sebagainva ( Moh Kusnardi, S.lL, 1988 :

r72)

Kendali Indonesia menganut aznq ksdqrrlatan raftyt akan tetapi dalam arti

hakiki 8ec&ra theoloeis ralryat Indonesia mengakui akan kedaulatan darr kehrasaarr
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T\rhm- Stateme? ini berdasarkan mukaddimah Uadang Undang Dasr 1945 yaitu pada

alinea tiga yarg berbrmyi :

" Atas berftat Rahmat Allah Ymg Meha Kuasa deo dencan didorongkm oleh
ksinginan luhur, supsya berkehidrryan kebangsamymgbebas, maka Ralryat Indonesia
meoyatakan deagan ini kemerdekezrrrya" -

Deri teks pembukaan UUD 1945 di atas membuktil€n bahwa betryapun

mmusia mempuryai kekuasren uduk mengusatrakan sezuefu yang menjadi

keinginarmyq akan tetryi Bernua iur juga karena atas Rnlmat dan Ber*ah dri Allah

yarg maha &uasa Dengzr demikian kemerdekaan Indouesia bukm semata-mata hasil

perjuargan fisik brrgsa lndonesia, melainkm dibareagi deqm ridlo Allatr; dan ini

diakui oleh ralcyat trndoaesia

Sedangkm di preambule LJUD 1945 dinea errpat di sma terd4at runusan

dr*u negara Indonesia yakni Pmcasila Peda sila pertama berbunyi : " Ke Tuhman

Ymg Maha Esa ". Sila iai menpakan sila pertama dan mengandung makna yang dalanr

akm pengahrm raLyat Indonesia atas kedaulqran Tuhan sebagai Dzat ymg Maha Esa

ysng menguasai seluruh alrn Dan sila pertama ini menjiwai sila ke du4 sila ke tiga,

sila ke empaL dan sila ke lima dari Prrcasila

Dalrn retiap pelantikm suattr jabatan keneguraan, selalu diawali dengan

sumpahatasnamaTuhaasepertipadapasal gUIJD 1945. Hal ini jugadilakukanoteh

hskim pada awal pembacaan ptfirsao peuadilan vaug sclalu mervgndarkan setiap

keprfirsurrya demi keadilan berdrqarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa Semua ihr

membuldilcan adanya pengai{xrsn ralryai Indonesia akan kelomsasn Allah dalsn artian

hakiki. Narnun dalarn hid,ry sosial kemasvaralataq kgd.rrrla]an alau kekuasaan itu

di I irnpahkur kepada umat (rakvat) Indonesi a.
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Dalam Undmg Undarg Dasar 1945 meqanduog s"os kedq,rletso rak-val yang

selunrhnya dilaksenakan oleh Mqielis Permusyawaretan Ralqfat ( IIIPR ), hal hi

sebagaimanatertera dalun batmg tubuh UtlD 1945 pasal I ayil 2 ialah : " Kedaulatrr

adalah di t4gat rakyat dan dilaloftaa sepenuhnya oleh Mqielis Permusyawaratan

Ralqyat" ( Motr- Kuurrdi, S.H., 1988 : 135 ).

Sedagkan dalun mukaddimah IrIID 1945 juga disebrrtkur batrwa " Maka

disusmlah kemerdekaan kg[qngsam Indonesia itr dalam Undang Undang Dasar

Indonesia yang berkedqrrl6tsl ralryat ". DaD pada pembukam tersebri terd"pat dasar

negara yalari Pancasila" terutama pada sila ke enpat yang menjadi dasar kedaulatur di

negar:r Republik Indonesia, yang berbruryi " Keral(yatan yang dipimpin oleh hilauat

keb ij aksanaan dal am p efinuwawaratm perwaki I an ".

Rnrnusan parla pasal I ( 2 ) IIIID 1945 menunjulkan bahwa Undang Undurg

Dasr 1945 mengandung rzqs ftgdaulatas ralryat dengan perwakilan- Kedaglatan

memsnS di tsnSan ralryat akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada wakil-

wakil ralcyat yaitu Mqielis Permusyawaratan Ralryat Mqjelis ini menrpakan wakil

dari seluruh rakyat Indonesiq dm dikehendaki terdiri dari lapisan masyarakat. Hal ini

dapat dibuktikan dari kehendel( pembuat IIIJD 1945 yang disebu&an dalarn penjelasan,

bghwaMPR merupakan penjelmaan dri seluruh ralqyat lndonesia

Mqielis Pernrusyawaratsn Ratyat merupakan wakil seluruh ralqvat Indonesia

dap* dililut dari keurggotannnv4 sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ( I ) rebaear

berikut :" Mqjelis Permusyawaratao Relqyat terdiri atas q'rggota-anggota l)ew'an
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Perwakilan Rsl{yat, ditambah dengru utrsan-utusan dari daerah-daerah dur golongan-

goloagan ....". Dewan Perwakilan Ralryat menpakao wakil ral(yat dalun partai politilq

dan penentrut wakil ralryat tersebut harus melalui pemilihan urnurL Karena istilah

perwakilm membawa konsekwensi bahwa rmtuk meoenurkan wakil ralqyat tersebut

hmrs dengan pemilihan umwr

fuarMqielis Pennusyawaral& Ral,ryBt dapat pula menenhrkm keinginan dari

daerah-daerah yaog tak terwakili selunrhya dalam DPR" maka anggota MpR

ditmbah dengan utusm-utasm daerah-dae.rah . Unhrk menenhrkur utusm daersh iri

dspat dilahrkan dengan pemilihm bertitlgkat Yeitu pertuna diadakm pemilihm unhrk

memilih Dewan Perwakilm Ralryat Daerah ( DPRD ), don selmjuhya Dewur

Perwakilao Daereh ird memilih wakil-wakilnya yang sl€n duduk di Mqielis

Permusyawratm Rakyat ( Harrraily Ibrahioq S.H., 1988 : 136)

Walapuo Dewan Perwakilan Relcyat menryakan wakil ralryat secara oasional

dm uturur daersh menryakan wakil dri daera[ namrm masih ada golongan rakyat

yurg belum terwakili di MPR Yaitu sebagaimanayru tertera pada pasal 2 ( I ) yanS

ditenhrkanjqga adanyauhuan goloqm- Siryakah yarg dimaksud dengwr uhran daerah

ini ?. Undang Un.l^qg dasar 1945 melalui penjelasan pasal 2 menetapkaa bahwa yang

dimakgudksr dengan " utusan golongon " ini adalah badan-badan seperti koperasi,

serikat kerja dan sebagainaya lilalaupun badan-badan ini bukan merupakan anggota

partai politid nnmrm badan-bsdm vanE mempqnyai fimpi tertenhr dalun masyerakat

iU harus meadapatk& wakilnya di m4jelis. 5grlrngkm yang dimalcud deagzr . d::n

lain-lain badan kolelaif " -yaitu orcanisBsi protbsi vanc karena limminva dalarlr
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mssyrakat hanrs mendryat wakil di IIIPR. dm organisasi profesi ini bukm

menpakan qnggotapoartai politik atau golongan krryq seperti universitas da lainrya

Dengan diwakilinya selunrh lapisan masyralcat di Mqielis Perrrusyawaratan

Rrlryaf maka dapat ditrapung dm kemudian dinnnuskan kehendak dui selunrh rakyat

Indonesia dalam benhrk Ganis Garis Besr Haluan Negara ( GBIDI ). Maka dengan

demikian akan menjadi terrah dm terjuninlah kepeotingsn ralil/at Indonesia

Karena MPR beranggotakan begitu banyak dm bersid,rng hanya sekali sqia

yaihr sekrnmg-kurarynya sekali dalarn lima tahrq maka sifafirya menjadi lanbur-

Md€ unhrk menjalankan ryLy"ng telatr ditetapkan oleh MPR tersebu! maka MPR

merwerahkurrya kepede lembaga-lembam negsra l*i*ryq yaitu seperti Dewan

Perwakilm Ralryat, Presideo, Mehkmah Agung dan tainnya

Mqielis Permusyawaratm Rslryat sebagai penjelmaan rakyat pada hakekatnya

adalah msndataris ralqyat dm kehendak dari rakyat dituaqgke dalarn GBIIN oleh

MPR, dalam pelaksan"e"rrya sdiserahkan kepada presiden Presiden yang telah dipilih

oleh dan ditetapkan oleh MPR adalatr mandatuis MPR- Sebagei mandalaris ,

presiden menru:rt UUD 1945 adalah rnelaksanakan spa yqng telah ditetapkan oleh

MPR dalam GBtLxl.

Sedangl'zn Dewan Perwakilan Ralqyat scbagai wakil rakyat dalam golongan

politik eelain merupakan Dartner presiden d',larn membuat rmdaru-undang dan

furgsaran Pendaparan rian Belanla Ncqara ( APB)'I ) jusa mewakili MpR dalan

ranqka melai,arkan pingalvil\ari i:snada presicien o-ehingga presiden daiam
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menjalmkaa hrgasnya diharapkrr unhrk senantiasa berpegang teg.rh kepada

pelaksma.m GBHN, sehingga kehendak ralqyat terwujud

Pada pasal I ( 2 ) menenhrkan bahwa MPR melaksanakan " sepenuk5ra "

kedeulatan rakyat Kata sepenubnya ini menernpatkan MPR sebagai lembaga negara

yaog metrpruryai kekuasqqn ymg tidak tertatas , Fterr dalam penjelasm IIUD 1945

MPR inilah sebagai peme.gang kekuasaan negara yarg tertinggi. Dus, di negara

republik Indonesia dianut ketenhran bahwa keluasasn oegara yang tertinggi berda di

tanggr MPR atau suprernasi of the people's consultqtive assembly. Kalar DP&

Presiden, MA DPA dan BPK sebagai lembaga tirrggi negar4 maka MPR menpakan

lembaga tertinggi negara ( Prof Ismail Srmny, , l0 ).

Menunrt ilmu pengetahuao supremasi nrafir lembaga neg:rra, 4akah nananya

parlemen atau nasional asremblv, atau DPR pada dasarwa mempuryai &ra prlnsip

peoting sebagai berikut :

l- Badan berdaulat itu merupunyai legsl power yaitu keluasaan berdasarkan

hukum untuk menetapkur segala sezualar y"ng telah ditetapkan oleh konstitusi.

Sebagai contoh dalam pasal 3 IIIID 1945 bahwa MPR menetapkan Undang

Undang Dasa dan Gtris Garis Besar Haluan Negara Dalun pasal 6

diqvatakan akat kewenmgpn IIIPR nremilih presiden dan wakil presiden. Dm

juga dalam pasal 3? disebutkan mengenai kewenangan MPR unhrk mengubah

Undang Undanc dasar.
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2. Tidak ada otoritas tandingrr ( No Rival Arlhority ) baik pperormgao maupun

badao yarg memprmyai kekuasaan untuk melarqgar ararr merryampaikan

sesuahl yang telah diputuskur oleh badm berdailxl ihr. Priasip kedua ini

memperluqs kekuasaan dtri badan tertinggi ini terbadap hal-hal yry

walaupun secare tidak ( belum ) tegas diahr oleh konstitusi tetapi dapat

ditetqkur sendiri oleh bada berdaulat ( t"fPR. perl ) ini, seperti ketetapan

dur keputrsan-keputnur MPR

DenFn demikian glaka MPR psngefesi kekuasazr dari le.mbaga-lembaga

oeSara laimya seperti DP& MA5 DPA BPK dan Presiderl Dalam hubungatr hi

gs[agaimsra hdnya di negra-negra yeng meqgmr.d srpremasi stqrr nati6nal assembly

sr.premasi, maka Mahkamah A$.ulg tidek dryat menilai secara materiil ketetryan

MPR. dan undang undang sebagai prodrk badm legislatif tertinggi sebagairnura

di negra yurg menganut supremasi of the $ryreme court yang berrti

bahrva penilaian Eecara materiil terhadap penrndangan yang lebih rendah dari

ketet4an MPR dan undang undmg dapat diperkenankan-

Azas kedaulatan ralvat yurg dianut oleh UIID 1945 dan kerakvatan yang

menjadi d'oar dan benhrk negara dihubungkan dengan ketentuan sidang MPR yarg

sedikitnva sekali dalam lima tahun yainr pada pasal 3 , dan masa jabatan presiden

lima tahun ( pasal 6 ) menjadi dasar hukum yang kuat sekali unnrk nrengadakan

pemilihan umum seba.cai manitbstasi kedalrlatcn rallvar sekali dalam lima tainm ( Prot.

ismail Surmy, ,10 ).
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Ddarn bidang yudikatif terlihat p{rla adanya. az,as kedaulatan ralq,'u ini. di

mma hakim-hakim aguog bam dapat diangkat setelah oleh anggota DPR diusulkan

kepada presiden. Dakn hal ini segala tindakan pemerintah yam meru$kan ralivat

maka dapat digugat di pengadilan ( MoL Kusnardi, S.tL 1988 : 105 ).

Azas kedaulatan ralcyat ymg dianut oleh UUD 1945 sebagaimana telah

diuraikan di atas dapat diterangkan bahwabagi oegara Indonesia yang berdasa{<m

Purcasila ( lftususnya sila ke eryat ) dm UndanS Undang Dasar 1945 (

lfrususnya pada perrbukaso pokok pikiran ke tiga dan pasd I ) adalah kekuasaan ntalt

ke,laulatm ralcyat Indonesia diwakili oleh MPR sebagai len$aga tertirygi neggra

E Hubuagao Azas Kedarlatm Ralryat deogan Pemilihm Umurn

Kedaulatur ralryat berarti ralqvatlah ysmg memprm-vai kekuasaan tertinggi,

ralcyatlah yong meuen[rkaa corak pemerinfqhrn .lnn hrjum yang hendak dicapai.

Dalm srrcfir ssgfl:a yang kecil sekalipgn" Yn'tg luas wilayalmya tak begifu luar

dm jtrmlah penduduk yeg tak begihr barryalr, kedaulatan ralryst tidak bisa dijalankanr

secara semurni-murninya Apalagi bagi negara yang lrrqs dan berpenduduk barryak dan

+alagr di jaman rekarang grssing-masing orang aeldu sibuk dengan urussrmya

sendiri-sendiri, qdalah tidak munSkin meminta pendryat mereka seorang demi seorang

dalm meoenhrkfri jalannya roda pemerintahan Faktor lain yakni pada rnasyarakat

modern ini :/ang tingkat kecerdasan serta stratifikasi sosial ymg berteda

menyebabkan kedarrlahr rairyat tidak memungkinkan dilala*Bn Becara nurrni. Denqu!
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demikian keadaan mengfuendaki bahwa kedarlata ralqvat dilelcanakBn deog*

penvakilan ( Moh- Kusuardi, S.IL, 1988 : 328 ).

Dalan kedaulata ralqyat dengar sistefi perwakilm ntnrr dsfi6lc?si dengan

perwakilan ( represe.utative democracy ) ato'r demokrasi tidak lurgsuqg ( indirec

democracy ) yang menjdmkm kedaulatm ralryat itu edalah wakil-wakil ralcyat

lfakil-wakil ralcyat tersebrfr bertiodak atas n*ma mLyrt, guna menenhrkam cra dm

corak pemerintahnn, Eetrta hrjuan yqng hendak dicryai baik dalam jangka pendek

marym jmgka prrjmg.

Agar wakil-wakil ralryat tersebrfr d4at bertindak atas nama 
"at 

Vrt, maka

wakil ralqvat ihr hanrs ditentukan se.ndiri oleh rakyar Dm untrk menenhrkannya metalui

sudr cara yang disebut pemilihan unurn Jadi pemilihan usrum menrpakm suahr cra

unhrk memilih wakil-wakil rskyar Bagi suafu tregara:iang meryebut dirinya regara

demol<rasi, pemilihm rnntrm tersebd mesti dilalolkan dalam imgka walfir terten[r

Mengapa demikian ? sebab kems',qn ralryat tidak akgn selalu sama mtuk

jangka walfir yang panjurg; terutama dalam hal-hal tertenhr- Kemringkiuan dalam

jmgka waktu tertentu ralryat akan mengubah pendryafrya Hal ini sangat mungkin

terjadi sebab dengan bertunbalurya pen&rduk yarrg dewasa, dinamika sosial, ekonomi,

budaya, politi( hulnrm dan lain-lain semakin meningkat, ilmu pengetahuan dsn

teknologi yang semakin maju dan sebagainya Hal-hal terrebut merupakan ti*tor-faktor

yaug memrngkinkan diadakrrya pemilu. sebab mereka belum tentu sependapat dcoqan

oralrg tra mereka ( generari terdahulu ). Dengeo berubahqva firldor-Iirktor di atas maka
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menghendaki adaoyatrndmg undmg dan garis-garis besr hduan negray""g memadai

jamarrya ( r+ to date ). Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tabun sekali, sedangkan

di negra Anerika Serikat dilalarkm empat tshm sekali ( Hrnraily Ibrahirn, S.ft,

1988 : 239 ).

Pemilihm rrnrrn juga menrpakan salah sahr hak qzqqi wa'ga negara- Krena

dalur rangka melaksanakan hak azari tersebut maka pnnerintah sehanrsnya

mengadakan pemilu Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah lang berdanla! maka apa

matrtya ralryat selayaknya dikembalikan kepada ralryat unfirk menenhrkannya Dryr

menryakao pelrnggrm hak azasi ttranrrsis manskBls pemerintah meryerlarnbat ateu

bahke tidak mengadal@ pemilu tarpa mida terlebih dahulu persehrjuan dari wskil

ralqst Malta akm timbul keraguao , ryabila ada suafu negila yang mengklaim dirinya

sebagai pemerintahan dari rakyat ( demokrasi ) pada hal pembenhrkuraya tidak

berdassrlon pemilihsn umun Krena pemilu menryakur saleh satu syrat bagi negara

demolcrasi Sma membuldikan kedaul atm ralryal

Pemilihm umumjqga bertrjr';,n tmhrk nrembenhrk suatu sihrasi tatanan tertenhr

yang lebih baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budays, keomanan dan lainnva

Ddam pemilu masyarakat juga meryunyai keserpataa utrd( menyring dan

memunculkan calon peminpin vanR ditawsrkan lewat karrpanye berdasmkan nilai

yang berlalar- Sehingga ada pemimpin yang tetap mendefatkan &rhmgan, qrla pula yang

mtrndur. dan terdryat juga :/ang muncul baru krena mendapatkan dukrmg3n

kepercayam Berrti pula ar{a propram pemerintah yanq tetap berlaku

krena mendapat duhrryan dur ada pula pro.gram baru yang didukunc oleh pemiiih.
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Melalui pemilihan rirmr'n, masyarakat ( ralcyat, per ) mamberikan

kepercayaan kepada pe-merintah dan sistem politik lmg ada Hal ini bertrti pula lewat

pemilu masyarakat bisa meryatakflr ketidak percayarmya kepada pemerintatran dur

sistem politik yang ada deagu tidak memililurya kembali.. Dur yqng perlu diiqg3t juga

bahwa kemryuan 6mrrsi6 itu terbatas, krena ihr sudph sewqiarnyalah apabila ada

pergatian dnn regenerasi kepemimpinan Dengan demikian pemilu pada dasarnya

untuk mengadakm penrbahan politik secara danai dan berkesinambmgan menuju

koadisi yang lebih demokratis, kon&rsif dan lebih ba.ik ( DrE. Arbi Senit, 1985 : 156 ).

Unh.rk Negara Republik Indonesia setidaknya ada tiga hrjuao pokok

diselenggarakarmvapemilihan umrm tersebut ( Motr- Kuenardi, S.It 1988 : 320 ) yaitu

:

l. Unhrk memuogkinkaa terjadinya peralihan pemerintahan secara dqmsi dso

tertib.

Unhrk mel aksanaksr kedanl atan rakyat

Dal aru rand<a me I aks anakm hak-hak azas i maous i a

Dengan demikian hubungan antara ,'"'rq kedaulatgn ralryat dengan pemilihan

rrnurr qdalah jelag erat sekaii, sebagaimana telah penulie rraikm di atas.

7

3.
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